
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai distribusi upah 

karyawan PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan  dalam perspektif akad 

ijarah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Mitra 

Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan  telah menerapkan sistem 

pengupahan yang terstruktur, formal, dan relatif profesional. 

Perusahaan memiliki sekitar 100 orang karyawan tetap yang 

seluruhnya terikat dalam perjanjian kerja tertulis. Kontrak kerja 

tersebut memuat secara jelas identitas para pihak, jenis pekerjaan, 

masa kerja, hak dan kewajiban, sistem pengupahan, tunjangan, lembur, 

serta jaminan keselamatan dan sosial tenaga kerja. Mekanisme 

pembayaran upah dilakukan secara bulanan dan dilaksanakan secara 

konsisten sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja. Selain gaji 

pokok, perusahaan juga memberikan bonus jasa produksi (jasprod) 

apabila target produksi atau laba perusahaan tercapai. Penentuan 

besaran upah dan bonus mempertimbangkan masa kerja, tingkat 

pendidikan, serta tanggung jawab jabatan, sehingga perbedaan upah 

antar karyawan dapat dipandang sebagai bentuk keadilan 

proporsional. Dengan demikian, sistem distribusi upah di PT Mitra 

Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan  pada dasarnya telah memberikan 

kepastian hukum, transparansi, dan jaminan kesejahteraan dasar bagi 

karyawan. 

2. Faktor yang mempengaruhi distribusi upah PT Mitra Kerinci Kebun 

Teh Liki Solok Selatan dipengaruhi oleh 3 faktor yang saling berkaitan. 

yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sebagai faktor utama, kebijakan internal Perusahaan 



 

 

(surat edaran), dan juga faktor individu karyawan seperti tingkat 

pendidikan, masa kerja, dan tanggung jawab pekerjaan. Perbedaan 

besaran upah yang diterima karyawan mencerminkan adanya 

pertimbangan terhadap kontribusi dan peran masing-masing 

karyawan dalam struktur organisasi perusahaan. Selain itu, kebijakan 

internal berupa pemotongan upah untuk pembelian produk 

perusahaan diterapkan dengan dasar surat edaran direktur dan 

dimaksudkan untuk mendukung operasional serta pemasaran 

perusahaan, meskipun dalam praktiknya menimbulkan perbedaan 

persepsi di kalangan karyawan. 

3. Setelah ditinjau dari perspektif akad ijarah,  hubungan kerja PT Mitra 

Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dengan karyawan merupakan 

ijarah, yang  pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, 

terutama dalam hal kejelasan pekerjaan (manfa‘ah), kejelasan upah 

(ujrah), adanya kesepakatan para pihak, serta pembayaran upah yang 

dilakukan tepat waktu. Sistem pengupahan bulanan dan pemberian 

bonus jasa produksi dapat dikategorikan sebagai praktik yang sesuai 

dengan prinsip keadilan dan ziyādah al-ujrah dalam fiqh muamalah. 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengupayakan 

perlindungan terhadap hak dasar pekerja sebagaimana diajarkan 

dalam hukum Islam. Namun, kebijakan pemotongan upah ini bersifat 

instruksi yang harus dijalankan untuk semua karyawan. Untuk 

pembelian produk perusahaan belum sepenuhnya sejalan dengan 

prinsip ijarah, karena tidak dicantumkan secara jelas dalam akad kerja 

tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dan 

mengurangi prinsip kerelaan (ridha) sebagian karyawan. Oleh karena 

itu, kebijakan tersebut perlu ditegaskan dalam perjanjian kerja agar 

tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian penuh dengan 

nilai-nilai ekonomi Islam. 

 



 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan , disarankan agar 

kebijakan pemotongan upah untuk pembelian produk perusahaan 

dicantumkan secara jelas dan tertulis dalam perjanjian kerja 

karyawan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa seluruh 

ketentuan yang mempengaruhi hak finansial karyawan telah 

disepakati sejak awal hubungan kerja. 

2. Karyawan, diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami isi 

perjanjian kerja serta memanfaatkan sarana komunikasi dan layanan 

pengaduan yang telah disediakan oleh perusahaan apabila terdapat 

kebijakan yang dirasa kurang sesuai. Dengan adanya komunikasi yang 

baik antara karyawan dan manajemen, hubungan kerja yang harmonis 

dan adil dapat terwujud. 
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